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Penelitian ini diberi judul “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2012”. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
kemiskinan di provinsi Sulawesi Barat. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 2SLS (2 Stage Least Square) dimana metode ini 
melalui dua tahap regresi dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least 
Square). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari 
tahun 2008-2012 (5 tahun). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tahun t, 
pengeluaran pemerintah (t-1), pengeluaran pemerintah (t-2) tidak berpengaruh 
terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan 
kerja, sedangkan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.  
 
Kata kunci: pengeluaran pemerintah, investasi, pertumbuhan ekonomi, 
kesempatan kerja, tingkat kemiskinan. 
 
This study entitled "Analysis of Factors Affecting Poverty Level in West 
Sulawesi province Years 2008-2012". The purpose of this study is to analyze the 
factors that affect the level of poverty in the province of West Sulawesi. Data 
analysis methods used in this study is 2SLS (2 Stage Least Square) where the 
method is through a two-stage regression using OLS (Ordinary Least Square). 
The data used in this study are time series data from the year 2008-2012 (5 
years). 
The results showed that government expenditure in year t, government 
spending (t-1), government spending (t-2) had no effect on the level of poverty 
through economic growth and employment, while investing a significant negative 
effect on the level of poverty through economic growth. 
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1.1 Latar Belakang 
Kemiskinan merupakan permasalahan yang sejak dulu hingga sekarang 
tidak kunjung selesai.Persoalan ini diibaratkan lingkaran setan yang tidak pernah 
ketemu ujung dan pangkalnya. Siklus kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor 
yang berhubungan satu sama lain.Salah satu tujuan pembangunan nasional 
adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan 
kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya 
akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran 
pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan.Kemiskinan 
merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan 
atau paling tidak dikurangi.Permasalahan kemiskinan memang merupakan 
permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, 
upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup 
berbagai aspekkehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu ( Nasir, 
dkk 2008). 
Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak 
mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai 
kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.Dalam arti proper, kemiskinan 
dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin 
kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers (dalam Suryawati, 2005) 
mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki 
lima dimensi, yaitu kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless), 




(dependence), dan keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun 
sosiologis. Menurut BPS (2007), seseorang masuk dalam kriteria miskin jika 
pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. 
Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga 
harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi.Permasalahan kemiskinan 
memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat 
multidimensional.Peran pemerintah juga sangat menentukan, baik dalam 
membuat masyarakat menjadi miskin, maupun keluar dari kemiskinan. Karna 
dengan adanya Kebijakan yang kurang tepat dan ketidakberpihakan terhadap 
masyarakat miskin akan dapat menciptakan kemiskinan yang lebih banyak dan 
lebih dalam. 
Faktanya, masih tingginya jumlah penduduk miskin maupun persentase 
kemiskinan Indonesia menunjukan bahwa penanganan yang dilaksanakan 
pemerintah untuk masyarakat miskin belum mampu untuk menjangkaunya 
sehingga penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, yang 
berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan.Beberapa diantaranya yang 
menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan tersebut yang perlu tetap 
ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya misalnya peningkatan 
pendidikan dan kesehatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan 
pembudayaan entrepeneurship (Hureirah, 2005). 
Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu contoh daerah yang masih 
menghadapi permasalahan kemiskinan dan upaya-upaya dalam 
penanggulangan kemiskinan.Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi 





Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2008-2012 
 
Sumber : data Susenas 2008-2012 
Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa persentase penduduk miskin di 
Sulawesi Barat terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dari 16,73% 
pada tahun 2008 menjadi 13,01% pada tahun 2012. Walaupun pada tahun 2010 
ke tahun 2011 jumlah dan persentase penduduk miskin meningkat karena harga 
barang-barang kebutuhan pokok naik yang digambarkan inflasi umum sebesar 
5,92 persen, dan kembali mengalami penurunan mejadi 13,01% pada tahun 
2012. 
Pemerintah Sulawesi Baratsampai saat ini masih terus melakukan upaya-
upaya dalam pengentasan kemiskinan.walaupun selama beberapa tahun 
terakhirperkembangan variable makro ekonomi Sulawesi Barat seperti 
pengeluaran pemerintah,investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan 
kerja, menunjukkan trend perkembangan yang positif. 
Pemberlakuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pelimpahan 
sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan 
urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional Negara 















tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah, diharapkan bisa memotifasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk 
lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap 
daerah dan dilaksanakan secara terpadu, serasi dan terarah agar pembangunan 
disetiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah 
(Jhingan, 1999 dalam Yunarko, 2007).  
Peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dengan tiga tujuan yang 
masing-masing memiliki sasaran yang berbeda-beda. Fungsi alokasi 
berhubungan dengan persediaan barang-barang sosial dan proses pemanfaatan 
sumber daya secara menyeluruh untuk produksi barang-barang swasta, barang-
barang sosial, dan kombinasi dari barang-barang sosial yang telah dipilih. Fungsi 
distribusi berhubungan dengan persamaan kesejahteraan dan distribusi 
pendapatan dalam masyarakat.Fungsi stabilisasi ditujukan untuk menstabilkan 
atau meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang telah 
ditargetkan. 
Pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang bagus guna 
memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi.dimana pembangunan 
ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu 
usaha berkelanjutan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil 
dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk dapat 
mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan 
ekonomi. Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki (tercermin pada 
tabungan nasional yang masih sedikit) sedangkan kebutuhan dana unyuk 
pembangunan ekonomi sangat besar. Maka cara untuk mencapai pertumbuhan 




Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan 
pembangunan dan merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi 
pengurangan tingkat kemiskinan.Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa 
pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat 
kemiskinan.Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap 
golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin.Secara langsung, 
hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana 
penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat 
kerja.Adapun secaratidak langsung, diperlukan pemerintah yang yang cukup 
efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari 
sektor modern seperti jasa yang padat modal (Siregar dan Wahyuniarti, 2008). 
Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja sangat erat kaitannya. 
Dilihat dari sudut pandang makro, perluasan kesempatan kerja dapat terjadi 
melalui pertumbuhan ekonomi yaitu melalui proses kenaikan output per kapita 
secara konstan dalam jangka panjang. Semakin meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi, maka semakin luasnya kesempatan kerja.Kesempatan kerja pada 
dasarnya merupakan masalah yang dihadapi semua negara, baik negara 
berkembang maupun negara maju.Walaupun intensitas dari masalah tersebut 
mungkin sekali berbeda karena adanya perbedaan pada faktor-faktor yang 
mempengaruhi seperti laju pertumbuhan ekonomi, teknologi yang dipergunakan 
dan kebijaksanaan pemerintah. 
Berdasarkan  uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 
melakukan suatu penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan 
judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 





1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian 
ini untuk mengetahui:  
1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan 
kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Apakah investasi swasta berpengaruh secara tidak langsung terhadap 
tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 
di Provinsi Sulawesi Barat. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan 
yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah 
terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan 
kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap 
tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 
di Provinsi Sulawesi Barat. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi kepada: 
1. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
informasi yang berguna dalam memahami faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat  diketahui faktor-faktor 




2. Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu 
keonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu 
pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan 










2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Konsep Kemiskinan 
 Kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah 
yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang 
dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat 
yang bersangkutan (Suparlan, 1984). Standar kehidupan yang rendah ini secara 
langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan 
moral, dan rasa harga diri dari mereka yang  terolong sebagai orang miskin. 
 Kemiskinan adalah ketidakmampuan usntuk memenuhi standar hidup 
minimum.Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan 
jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan 
pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah 
sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya 
pengangguran (Kuncoro, 2000). 
Nugroho & Dahuri(2004) menyatakan kemiskinan merupakan kondisi 
absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat 
dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan 
dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam 
masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan struktural. Kemiskinan 
natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber 
daya manusia.Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak 
langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam 




ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan 
yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang 
mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam 
kemiskinan. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika 
tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata 
nilai dan norma dalam masyarakatnya. 
Menurut Kartasasmita kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh 
sekurang-kurangnya empat penyebab, yaitu: (a) Rendahnya Taraf Pendidikan 
taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangandiri 
terbatas dan meyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapatdimasuki. Taraf 
pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari 
dan memanfaatkan peluang; (b) Rendahnya Derajat Kesehatan,taraf kesehatan 
dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahanfisik, daya pikir dan 
prakarsa; (c) Terbatasnya Lapangan Kerja,selain kondisi kemiskinan dan 
kesehatan yang rendah, kemiskinan jugadiperberat oleh terbatasnya lapangan 
pekerjaan. Selama ada lapangan kerjaatau kegiatan usaha, selama itu pula ada 
harapan untuk memutuskanlingkaran kemiskinan; (d) Kondisi Keterisolasian, 
banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencildan 
terisolasi.Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh 
pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuanyang dinikmati masyarakat 
lainnya (Rahmawati, 2006). 
Menurut Todaro (2000), besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau 
tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (poverty line). Konsep yang mengacu 
kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep 
pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan 




kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi.Sedangkan 
kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenain kesenjangan didalam 
distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan 
tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. 
Menurut Sajogyo (1977), cara mengukur kemiskinan dengan pendekatan 
kemiskinan absolut adalah dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok 
berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi (kalori dan protein) dengan 
mengungkapkan masalah garis kemiskinan dan tingkat pendapatan petani. Ada 
tiga golongan orang miskin, yaitu golongan paling miskin yang mempunyai 
pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 240 kg atau kurang, golongan 
miskin sekali yang memiliki pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 
240-360 kg dan lapisan miskin yang memiliki pendapatan per kapita per tahun 
beras sebanyak lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg. Bank dunia (2000) 
menetapkan bahwa seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya dibawah 
US$ 2 per hari. 
BPS (2012) menyatakan untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan 
konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). 
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari 
sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan 
yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah dengan 
menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen, yaitu garis 
kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan(GKBM). 
Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan 
perdesaan.GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan 
yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari.Sedangkan GKBM 





2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah 
 Mankiw (2003) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah adalah 
komponen ketiga dari permintaan terhadap barang dan jasa setelah konsumsi 
dan investasi.Pemerintah membangun jalan dan pekerjaan publik lainnya, 
membangun gedung, membeli buku dan mempekerjakan guru, dan sebagainya, 
yang selurunya membentuk pembelian barang dan jasa pemerintah. 
Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah banyak 
dikemukakan oleh para ahli ekonomi, antara lain : 
Hukum Wagner 
Berdasarkan pengalaman empiris dari negara – negara maju (USA, 
Jerman, Jepang), Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, 
apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah 
pun akan meningkat. Meskipun demikian, Wagner menyadari bahwa dengan 
tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, hubungan industri dengan 
masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. 
Kelemahan hukum Wagner adalah hukum tersebut tidak didasarkan 
pada suatu teori mengenai pemilihan barang publik, tetapi Wagner mendasarkan 
pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah (organic theory of 
state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, 
terlepas dari anggota masyarakat lainnya. 
Teori Peacok dan Wiserman 
Teori Peacok dan Wiserman didasarkan pada suatu pandangan bahwa 
pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan 
masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.Namun masyarakat 




dapat memahami besarnya pungutan pajak dibutuhkan oleh pemerintah untuk 
membiayai kegiatan pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat 
kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. 
Menurut teori Peacok dan Wiserman, perkembangan ekonomi 
menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak 
tidak berubah.Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran 
pemerintah juga semakin meningkat.Oleh sebab itu dalam keadaan normal, 
meningktnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, 
begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. 
Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya adanya perang 
maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. 
Karena itu pemerintah melakukan penerimaanya dengan cara menaikkan tarif 
pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. 
Akan tetapi perang tidak hanya bisa dibiayai dengan pajak sehingga pemerintah 
juga harus meminjam dari negara lain. Setelah perang selesai, sebetulnya 
pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pada tingkat sebelum adanya 
gangguan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena pemerintah harus 
mengembalikan angsuran utang dan bunga pinjaman untuk membiayai perang, 
sehingga pengeluaran pemerintah setelah perang selesai meningkat tidak hanya 
karena GDP naik, tetapi juga karena pengembalian utang dan bunganya. 
2.1.3 Teori Investasi  
Dornbusch & Fischer berpendapat bahwa investasi adalah 
permintaanbarang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas 
produksi atau pendapatan di masa mendatang.Investasi merupakan salah satu 
faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan 




kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional 
dan taraf kemakmuran (Sukirno,2000). 
Menurut Boediono (1992) investasi adalah pengeluaran oleh sektor 
produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang 
digunakan atau untuk perluasan pabrik.Investasi dalam berbagai bentuknya akan 
memberikan banyak pengaruh kepada perekonomian suatu negara ataupun 
dalam cakupan yang lebih kecil yakni daerah. Karena dengan terciptanya 
investasi akan membawa suatu negara pada kegiatan ekonomi tertentu. 
Masalah investasi adalah suatu masalah yang langsung berhubungan 
dengan besarnya pengharapan akan pendapatan yang akan diperoleh dari 
barang modal di masa depan. Penghargaan akan pendapatan merupakan faktor 
yang sangat penting untuk menentukan besarnya investasi. Berikut ini dibahas 
aliran teori mengenai investasi yaitu : 
Teori Klasik 
 Menurut ahli ekonomi klasik investasi merupakan fungsi dari tingkat 
bunga. Makin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi 
juga makin kecil, dengan alasan seorang pengusaha akan menambah 
pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan lebih besar dari 
tingkat bunga yang harus dibayar sebagai ongkos penggunaan dana (Cost Of 
Capital). Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk 
melakukan investasi sebab biaya penggunaan dana juga mekin kecil (Nopirin, 
2000). 
 Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik tentang perubahan-perubahan dapat 
dengan mudah berlaku terhadap tingkat bunga akan menjamin terciptanya 
keseimbangan antara jumlah tabungan dari sektor rumah tangga dan jumlah 




tabungan mupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. 
Perubahan-perubahan dalam tingkat bunga akan terus berlangsung hina tercapai 
keseimbangan antara jumlah tabungan dengan jumlah investasi. Dalam 
perekonomian diusahakan agar investasi minimum sama dengan tabungan, 
sehingga investasi bersumber dari pemerintah dan swasta. 
 
Teori Neo klasik 
   Teori Neo Klasik tentang investasi pada intinya berdasarkan teori 
produktivitas marjinal dari faktor produksi modal. Menurut teori ini besarnya 
modal yang akan diinvestasi dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas 
marjinal dibandingkan dengan tingkat harga.  
 Suatu investasi akan dijalankan apabila pendapatan investasi lebih 
besar dari tingkat bunga dan investasi dalam suatu barang modal adalah 
menguntungkan jika biaya sewa ditambah bunga lebih kecil dari pada hasil 
pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut. Dengan demikian ada tiga 
unsur penting yang harus diperhitungkan dalam menentukan investasi, yaitu: 
Tingkat biaya barang modal, Tingkat bunga, Tingginya pendapatan yang akan 
diterima. Perubahan dari salah satu faktor tersebut akan mengakibatkan 
perubahan dalam perhitungan profitabilitas. 
 
Teori Keynes  
  Masalah investasi, baik penentuan jumlah maupun kesempatan untuk 
melakukan investasi oleh Keynes didasarkan atas konsep Marginal Eficiency of 
Investment (MEI) lebih tinggi dari pada tingkat bunga, jelasnya investasi 
ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar tingkat suku bunga.Menurut pendapat 
Keynes pada umumnya investasi dilakukan oleh para pengusaha adalah lebih 




penggunaan tenaga kerja penuh (full employment), oleh karenanya permintaan 
tenaga kerja agregat dalam perekonomian meningkat. Kekurangan dalam 
aggregat ini akan menimbulkan pengurangan penggunaan tenaga kerja dalam 
perekonomian (Dernburg, 1994). 
Oleh Keynes dikemukakan juga bahwa pembangunan ekonomi itu akan 
ditentukan oleh pengeluaran seluruh masyarakat dan bukan kesanggupan alat-
alat modal untuk memproduksi barang. Dalam teori Klasik, investasi yang 
dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 
berproduksi. Dengan meningkatkan produksi, akumulasi modal yang terbentuk 
nantinya akan meningkatkan investasi. Sedangkan dalam teori Keynes, besarnya 
investasi yang dilakukan tidak tergantung pada tinggi rendahnya tingkat bunga, 
tetapi tergantung pada besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh rumah 
tangga.Makin besar pendapatan oleh rumah tangga makin besar pula investasi 
yang dilakukan (Dernburg, 1994). 
Ditinjau dari ruang lingkupnya investasi dibagi atas:   
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
  Penanaman modal dalam negeri terbagi atas penanaman modal negeri 
swasta dan penanaman modal dalam negeri pemerintah.Yang dimaksud dengan 
penanaman modal dalam negeri swasta adalah investasi yang dilakukan oleh 
seseorang atau badan usaha swasta domestik. Penanaman modal dalam negeri 
pemerintah adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintahterhadap 
perusahaan atau BUMN atau penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan 
swasta, atas nama lembaga pemerintah (Dernburg, 1994). 
 
Penanaman Modal Asing (PMA) 
  Penanaman modal asing terdiri atas penanaman modal asing swasta, 




negara selain negara asal pemilik modal serta penanaman modal asing 
pemerintah/nasional yaitu penanaman modal dari suatu negara ke negara lain 
atas pemerintah negara pemilik modal. 
 Investasi yang akan berlanjut dengan suatu proses produksi akan 
menciptakan lapang kerja, menciptakan barang-barang dan jasa untuk di 
pasarkan kepada konsumen, dan interaksi antara produsen, dalam hal ini 
investor, dan konsumen dalam menawarkan dan mengkonsumsi barang-barang 
atau jasa, dan pada giliranya akan menciptakan kemajuan perekonomian dalam 
suatu negara.  
Adanya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal 
baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan 
pekerjaan baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang 
pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan demikian akan 
menambah output dan pendapatan baru pada faktor produksi akan menambah 
output nasional sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi. 
Peran swasta dalam proses pembangunan sangat strategis, hal ini 
tercermin dalam struktur PDRB yang lebih dominan dibanding peran pemerintah. 
Melalui tambahan investasi yang ditanamakan di berbagai sektor yang 
menyebabkan ekonomi semakin tumbuh dan berkembang dengan indikatornya, 
meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pendapatan yang merupakan indikasi 
adanya peningkatan kesejahteraan. Tidak ada yang membantah, bahwa 
meningkatnya investasi swasta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
karena terjadi perluasan produksi dan permintaan yang berdampak tidak hanya 






2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi 
 Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka 
panjangdari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang 
ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau 
penyesuaian penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis 
terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Kuznetz dalam Todaro, 2004). 
Menurut Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan 
pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh 
nilai tambah (value added) yang terjadi di wilayah tersebut. 
 Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau 
berkembang apabilatingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang 
dicapai pada masa sebelumnya (Kuncoro, 2003). Sedangkan menurut 
Schumpeter, factor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah 
proses inovasi, dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (entrepreneur). 
Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya 
inovasi oleh para entrepreneur. 
Menurut  Boediono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan 
output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan 
dengan kenaikan output per kapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan, 
yaitu sisioutput totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita 
adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk (Aditya, 2010). 
 Menurut Nafziger (Sri Aditya, 2010), pertumbuhan ekonomi 
berkaitandengan kenaikan produksi suatu negara atau kenaikan pendapatan per 
kapita suatu negara, sedangkan menurut Kuznets (Todaro, 2003), pertumbuhan 
ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang 




penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh 
adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional 
(kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. 
 Menurut Todaro (2003), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan 
ekonomi, yaitu : (a) Akumulasi modaltermasuk semua investasi baru yang 
berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human 
resources). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan 
sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk 
memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai 
dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas 
sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. 
Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan 
kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap 
angka produksi; (b) Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, Pertumbuhan 
penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja 
(laborforce) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam 
merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatankerja 
semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan 
meningkatkan potensi pasar domestiknya; (c) kemajuan teknologi, kemajuan 
teknologi disebabkan oleh teknologi cara -cara baru dan cara-cara lama yang 
diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi 
kemajuan teknologi yaitu; (1) kemajuan teknologi yang bersifat netral terjadi jika 
tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi 
input yang sama; (2) kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (labor 
saving), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bias dicapai dengan jumlah tenaga 




modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita 
memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif. 
 Menurut Nugraheni, pengukuran akan kemajuan sebuah 
perekonomianmemerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat pengukur 
pertumbuhan ekonomiantara lain yaitu (Aditya, 2010): (a) Produk Domestik Bruto 
(PDB), Produk Domestik Bruto (PDB)  atau di tingkat regional disebut Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang 
dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam 
harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan 
bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum 
dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal 
sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara 
atau daerah yang bersangkutan, (b)  Produk Domestik Bruto Per 
kapita/Pendapatan Per kapita Produk domestik bruto per kapita atau produk 
domestik regional bruto per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai 
pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat 
mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara daripada nilai PDB atau 
PDRB saja. Produk domestic bruto per kapita baik di tingkat nasional maupun di 
daerah adalah jumlah PDB nasional atau PRDB suatu daerah dibagi dengan 
jumlah penduduk di Negara maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat 
disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata. 
 
2.1.5 Teori Kesempatan Kerja 
 Menurut Sudarsono, dkk(1998) istilah tenaga kerja mengandung 
pengertian lapangan kerja atau kegiatan yan tesedia untuk bekerja yang ada dari 
suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian kesempatan kerja adalah 
termasuk semua lapangan kerja yang masih tebuka, dari lapangan kerja yang 




timbul kebutuhan dan tenaga kerja. Kesempatan kerja dalam masyarakat tidak 
seragam, kesempatan kerja dipecah-pecah menurut kebutuhan yang salah 
satunya adalah menurut lapangan usaha ekonomi yang sudah baku secara 
internasional disebut sebagai ISIC (International Standard Industrial Clasification) 
yang ada di Indonesia diterjemahkan menjadi KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha 
Indonesia). Sedangkan menurut pengertian dari BPS (Badan Pusat 
Statistik)kesempatan kerja merupakan perbandingan antara penduduk yang 
bekerja dan penduduk usia kerja. 
 Kesempatan kerja adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah 
diduduki (employment) dan masih lowong (vacancy). Dari lapangan pekerjaan 
yang masih lowong tersebut timbul kebutuhan tenaga kerja yang datang, 
misalnya dari perusahaan swasta maupun pemerintah atau departemen. Adanya 
kebutuhan tersebut berarti ada kesempatan kerja bagi orang yang menganggur 
untuk bekerja (Tambunan, 1998).   
 Berarti kesempatan kerja merupakan lapangan kerja yang ada dari suatu 
kegiatan ekonomi (produksi). Dengan kata lain kesempatan kerja menunjukkan 
banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan 
atau instansi. Sehingga perluasan kesempatan kerja sangat penting bukan saja 
untuk mengurangi pengangguran tetapi juga merupakan salah satu usaha 
untuk.peningkatan kemajuan perekonomian secara umum. 
 
2.2 Hubungan Antar Variabel 
Pada bagian ini akan dibahas hubungan antara variabel yaitu: (a) 
hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan 
kerja dan kemiskinan; (b) hubungan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, 





2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Kemiskinan 
Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu 
suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara 
menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya 
(Reksoprayitno, 1997). Dalam perspektif ekonomi, kebijakan fiskal memiliki 
berbagai tujuan dalam mengarahkan aktifitas ekonomi negara, yaitu peningkatan 
pertumbuhan ekonomi, stabilisasi negara, pemerataan distribusi pendapatan, 
dan peningkatan kesempatan kerja (Dornbusch and Fisher, 1994; Taggart, et.al, 
2000). Dampak langsung aktifitas pemerintah terhadap perekonomian negara 
ditunjukkan oleh besar-kecilnya pengeluaran pemerintah, sehingga pengelolaan 
besaran pengeluaran pemerintah yang tidak tepat justru akan merugikan 
perekonomian.  
Untuk itu jika pengeluaran pemerintah mampu menjadi pemandu 
peningkatan ekonomi Negara, maka peningkatan pada pengeluaran pemerintah 
akan meningkatkan aktifitas perekonomian dengan adanya peningkatan 
investasi. Peningkatan investasi tersebut akan memiliki dampak pula pada 
peningkatan output, kesempatan kerja, ekspor, pajak, penerimaan pemerintah, 
dan transaksi berjalan (Sriyana, 2006). 
2.2.2 Hubungan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan 
Kerja, dan Tingkat Kemiskinan  
Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, 
karenadisamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga 
secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya 
akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai 
konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Makmun 




Rostow (dalam Todaro, 2000) menyatakan bahwa setiap upaya untuk 
tinggal landas mengharuskan adanya mobilisasi tabungan dalam dan luar negeri 
dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan 
kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya 
pendapatan yang diterima masyarakat.  
 
2.3 Tinjauan Empiris 
 Sun’an dan Astuti dalam penelitiannya yang berjudul analisis investasi, 
pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja 
di Provinsi Nusa Tenggara Barat .Hasil penelitian di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengaruh investasi 
terhadap pekerjaan meningkat.Pertanian , industri dan sektor jasa membawa 
pengaruh positif melalui peningkatan nilai investasi untuk menciptakan lapangan 
kerja , sementara pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi terhadap 
kesempatan kerja di sektor pertanian , bukan pengaruhnya terhadap sektor 
industri dan jasa .Kebijakan fiskal ekspansif membawa pengaruh negatif pada 
pekerjaan di sektor industri , tapi bagaimanapun , di sisi lain ia memiliki pengaruh 
positif terhadap kesempatan kerja di sektor jasa . Kerja di kabupaten / kota di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan 
pengeluaran pemerintah . 
 Nainggolan (2009) dalam penelitiannya yang berjudul analisis faktor-
faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja pada kabupaten/kota di provinsi 
Sumatera Utara menggunakan data panel . Dengan variabel independenProduk 
Domestik Regional Bruto ( PDB ) untuk kabupaten / kota , Suku Bunga Kredit, 
Upah Minimum Kabupaten / Kota sedangkan variabel dependen adalah 




Utara , Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Utara dan Bank Sentral 
Indonesia pada tahun 2002 - 2007. Metode yang digunakan adalah General 
Least Square ( GLS ) dengan Efek Acak Model ( REM ) . Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto ( PDB ) Kabupaten / Kota 
telah efek positif kerja sebagai 76,38 % dansignifikan , Upah Minimum dari 
kabupaten / kota telah negatif mempengaruhi kerja sebagai 53.06 % dan 
signifikan, sedangkan Suku Bunga Kredit telah negatif mempengaruhi kerja 
sebagai 7,29% dan tidak signifikan terhadap ketenagakerjaan di kabupaten / kota 
di Provinsi Sumatera Utara . 
 Yudha ( 2013) dalam penelitiannya Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 
Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Inflasi Terhadap 
Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011.Penelitianini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan data panel, data yang digunakanberupa time 
series (tahun 2009-2011) dan cross section (33 provinsi di Indonesia). Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal sebagai pendukung. Metode analisis yang 
digunakan adalah metode analisis regresi linier data panel dengan metode FEM 
digunakan alat bantu software Eviews 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
kemiskinan, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kemiskinan, pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
kemiskinan, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 
Indonesia.Saran peneliti ditujukan kepada pemerintah (BUMN) sebaiknya harus 
melakukan pembangunan insfrastruktur, dalam penentuan penetapan upah 
minimum disarankan untuk memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan 




masyarakat yang kurang mampu dalam hal pencarian atau kesempatan 
kerja.Untuk mengatasi inflasi perlu koordinasi kebijakan yang tepat antara 
pemerintah sebagai otoritas kebijakan fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas 
moneter. 
Wiguna (2013) dalam penelitiannya analisis pengaruh PDRB, Pendidikan 
dan Pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-
2010 bertujuan untuk : (1) mengetahui pengaruh negatif Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB)terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005-2010, 
(2) mengetahui pengaruh negatif tingkat pendidikanterhadap kemiskinan di Jawa 
Tengah tahun 2005-2010, (3) mengetahui pengaruh negatif tingkat 
pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005-2010. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda 
(Ordinary Least Squares Regression Analysis) dengan menggunakan panel data 
melalui pendekatan efek tetap (Fixed Effect Model) dengan bantuan software E-
Views 6.Data yang diperoleh adalah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa 
Tengah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, tingkat pendidikan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, tingkat 
pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa 
Tengah. 
 
2.4 Kerangka Pikir Penelitian 
 Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk 
memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut gambar kerangka 














Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan 
berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian 
dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut: 
1. Diduga pengeluaran pemerintahberpengaruh negatif secara tidak 
langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan 
kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Diduga investasi berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap 
kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di 
Provinsi Sulawesi Barat. 
 
Pengeluaran pemerintah 
tahun t (x1) 
Pengeluaran Pemerintah 
















3.1 Lokasi Penelitian 
 Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat.Penetapan daerah 
penelitian ini didasarkan pada pertimbangan untuk memudahkan penulis 
mengumpulkan data yang diperlukan, serta waktu, biaya dan tenaga dapat 
dihemat seefisien mungkin. 
 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder 
yaitu data yang diperoleh dari Badan Statistik, internet, ataupun publikasi lainnya 
yang terdiri dari data tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah, investasi 
swasta, pertumbuhan ekonomi dankesempatan kerjadi Provinsi Sulawesi Barat  
tahun 2008-2012. Data sekunder yang digunakan adalah data deret waktu (time-
series data) untuk kurun waktu 2008-2012 serta data kerat lintang (cross-section 
data) yang terdiri dari lima data kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat. 
 
3.3 Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2SLS (2 
Stage Least Square) dimana metode ini malalui dua tahap regresi dengan 
menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Metode ini digunakan untuk 
setiap persamaan dalam satu sistem (model) tanpa memberikan pengaruh yang 
jelek pada persamaan lain dalam sistem (model) dan untuk memecahkan suatu 
model dengan banyak persamaan (Supranto, 2010). Studi ini menggunakan 
analisis panel data (pooled data) sebagai alat pengolahan data dengan 




kombinasi antara deret waktu (time-series data) dan kerat lintang (cross-section 
data). Dalam model data panel persamaan modeldengan menggunakan data 
cross-section dapat ditulis sebagai berikut : 
Yi = β0 + β1 Xi + μi ; i = 1, 2, ..., N ................................................ (3.2) 
dimana N adalah banyaknya data cross-section 
Sedangkan persamaan model dengan time-series adalah : 
Yt = β0 + β1 Xt + μt ; t = 1, 2, ..., T ................................................. (3.3) 
dimana T adalah banyaknya data time-series 
Mengingat data panel merupakan gabungan dari time-series dan cross-section, 
maka model dapat ditulis dengan : 
Yit = β0 + β1 Xit + μit ..................................................................... (3.4) 
i = 1, 2, ..., N ; t = 1, 2, ..., T 
dimana : 
N = banyaknya observasi 
T = banyaknya waktu 
N × T = banyaknya data panel 
Fungsi persamaan dan data panelnya dapat ditulis sebagai berikut: 
     (           )            (   ) 
     (           )            (   ) 
    (     )               (   ) 
Dimana : 
Y1 = Pertumbuhan Ekonomi 
Y2 = Kesempatan Kerja 
Y3 = Tingkat Kemiskinan 
X1 = Pengeluaran Pem. tahun t 
X2= Pengeluaran Pem. tahun t-1 
X3 = Pengeluaran Pemerintah tahun t-2 




 Berdasarkan persamaan tersebut maka model non linearnya dapat ditulis 
sebagai berikut: 
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 Dari persamaa (3.4), (3.5), dan (3.6) maka model linearnya dapat ditulis 
sebagai berikut: 
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Subtitusi persamaan (3.7) dan (3.8) ke persamaan (3.9) 
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3.4 Uji Statistik 
3.4.1 Uji Signifikansi Parameter (Uji t) 
Hal ini dilakukan dengan cara pengujian variabel-variabel independent 
secara parsial (individu), digunakan untuk mengetahui signifikasi dan pengaruh 
variabel independent secara individu terhadap variasi terhadap variabel 
independent lainnya. Disini peneliti menggunakan uji t melalui probabilitas, 
penjelasannya sebagai berikut: 𝑡−ℎ𝑖𝑡𝑢 𝑔=β1SE (β1) dimana: 
 1 = nilai koefisien regresi 




Dengan menggunakan tingkat keyakinan (level of significant) atau α 
tertentu, df=n-k (df=degree of freedom). Apabila nilai t hitung > t tabel, maka Ho 
ditolak, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara 
signifikan (Ari Sudarman, 1984). 
Hipotesis yang digunakan : 
Ho : β1 < 0 ; berarti variabel independent tidak mempengaruhi variabel 
dependent.  
H1 ; β1 > 0 ; berarti variabel independent mempengaruhi variabel dependent.  
Apabila probabilitas < dari 0.05, maka dapat dikatakan signifikan. 
3.4.2 Koefisien Determinasi (R2) 
Nilai koefisien determinasi 𝑅2 menunjukan besarnya variabel-variabel 
independent dalam mempengaruhi variabel dependent. Nilai 𝑅2 berkisar antara 0 
dan 1 ( 0 ≤ 𝑅2 ≤ 1 ). Semakin besar nilai 𝑅2, maka semakin besar variasi variabel 
dependent yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel 
independent.Sebaliknya, makin kecil nilai 𝑅2, maka semakin kecil variasi variabel 
dependent yang dapat di jelaskan oleh variasi variabel independent. Sifat dari 
koefisien determinasi adalah : 
1. 𝑅2 merupakan besaran yang non negatif.  
2. Batasnya adalah ( 0 ≤ 𝑅2 ≤ 1 ). (Gujarati, 1995)  
Apabila R2 bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel 
independent dengan variabel dependent.Semakin besar nilai 𝑅2 maka semakin 
tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi. 
 
3.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Hal ini dilakukan dengan cara pengujian terhadap variabel – variabel 
independent secara bersama-sama yang dilakukan untuk melihat pengaruh 




melakukan uji F dengan menggunakan probabilitas, perhitungannya adalah 
sebagai berikut : F−hitung=R2 / (K – 1)(1 – R2)/(n – K) dimana : 
𝑅2 = Adalah koefisien determinasi.  
n = Adalah jumlah sampel (observasi).  
K = Adalah banyaknya parameter/koefisien regresi plus constant.  
 
Dengan tingkat keyakinan α tertentu df (n-k, k-1), jika F hitung > F tabel, 
maka Ho ditolak, yang berarti bahwa uji secara serempak semua variabel 
independen yang digunakan dapat menunjukkan adanya pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel dependen.  
Hipotesis yang digunakan : 
Ho : β1 = β2 = β3 = 0 , maka variabel independent secara bersama-sama tidak 
mempengaruhi variabel dependent.  
Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 , maka variabel independent secara bersama-sama 
mempengaruhi variabel dependent. 
Apabila probabilitas (F-Statistik) < dari 0.05 , maka bisa dikatakan 
signifikan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil keputusan dengan 
menggunakan probabilitas. 
 
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 
 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan 
sebagai variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel 
bebas) dalam penelitian ini yaitu upah minimum provinsi, pertumbuhan ekonomi, 
pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, tingkat pengagguran, dan tingkat 
pendidikan. 
 Definisi operasional variabel adalah definisi variabel berdasarkan 
karakteristik yang diamati. Definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam 




 Kemiskinan (Y3) 
Adalah persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat tahun 2008-
2012.Satuan yang digunakan adalah persen. 
 Pertumbuhan Ekonomi (Y1) 
Adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun 
2000 di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2008-2012.Satuan yang 
digunakan adalah persen. 
 Kesempatan Kerja (Y2) 
Adalah rasio jumlah tenaga kerja yang bekerja dibagi dengan jumlah 
penduduk usia produktif atau 15 tahun keatas yang termasuk dalam 
angkatan kerja di provinsi Sulawesi Barat tahun 2008-2012. Satuan yang 
digunakan adalah persen. 
 Pengeluaran Pemerintah Tahun t (X1) 
Adalah realisasi belanja langsung pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 
tahun 2008-2012.Satuan yang digunakan adalah rupiah. 
 Pengeluaran Pemerintah Tahun t-1 (X2) 
Adalah realisasi belanja langsung pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 
tahun 2007-2011.Satuan yang digunakan adalah rupiah. 
 Pengeluaran Pemerintah Tahun t-2 (X3) 
Adala realisasi belanja langsung pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 
tahun 2006-2010.Satuan yang digunakan adalah rupiah. 
 Investasi Swasta (X4) 
Adalah data investasi yang di proyeksi ke dalam PNPM Mandiri (Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) di Provinsi Sulawesi Barat 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 
 Sulawesi Barat adalah adalah provinsi hasil pemekaran dari 
provinsi Sulawesi Selatan.Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini 
berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004.Ibukotanya ialah Mamuju.Luas wilayahnya 
sekitar 16,796.19 km². sulawesi Barat terdiri dari 5 kabupaten/kota, antara lain: 
a) Kabupaten Majene 
Kabupaten Majene adalah salah satuDaerah Tingkat II diprovinsi 
Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Majene. 
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 947,84 km². Kabupaten Majene mempunyai 
posisi wilayah yang strategis, terletak sekitar 302 km sebelah utara Kota 
Makassar.Kabupaten Majene terdiri dari 8 kecamatan yaitu Banggae, Banggae 
Timur, Pamboang, Sendana, Tammero’do Sendana, Tubo Sendana, Malunda 
dan Ulumanda, yag meliputi 40 desa dan kelurahan. Ibukota Kabupaten Majene 
terletak di Kecamatan Banggae dengan luas perkotaan 5.515km, yang berada di 
posisi selatan Kabupaten Majene, dengan jam tempuh sekitar 3 sampai 4 jam 
dari ibukota Sulawesi Barat (Mamuju) yaitu  sekitar 142 km. Secara geografis 
Kabupaten Majene terletak pada posisi 2’ 38’ 45‖ sampai dengan 3’ 38’ 15‖ 
Lintang Selatan dan 118’ 45’ 00‖ sampai 119’ 4’ 45‖ Bujur Timur, dengan 
berbatasan di sebelah utara Kabupaten Mamuju, Sebelah timur Polewali Mandar, 
dan Sebelah Barat adalah Selat Makassar.Kabupaten ini dilengkapi dengan 
terminal induk dan terminal pembantu, sarana pelabuhan seperti pelabuhan 
Majene di kecamatan Banggai, Pelabuhan Palipi di kecamatan Sendana serta 




Kabupaten Majene juga didukung dengan keberadaan sarana perdagangan 
berupa pasar permanen dan pasar darurat. 
b) Kabupaten Polewali Mandar 
Kabupaten Polewali Mandar (sering disingkat Polman) adalah salah 
satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia.Jumlah penduduk di 
kabupaten Polewali Mandar adalah 455.572 jiwa. Ibu kotanya 
adalah Polewali yang berjarak 246 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. 
Kabupaten Polewali Mandar secara geografis terletak antara 2°40’00‖-
3°32’00‖ LU dan 118°40’27‖-119°32’27‖ BT. Polewali Mandar memiliki batas 
wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten mamasa dan 
kabupaten Majene, sebelah Selatan Laut, sebelah barat kabupaten Majene dan 
sebelah timur Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 
Polewali Mandar adalah 2.022,30 km² dan secara administrasi kepemerintahan, 
Polewali Mandar terbagi menjadi 16 kecamatan. 
c) Kabupaten Mamasa 
Kabupaten Mamasa adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi 
Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mamasa, 
sekitar 340 km dari Kota Makassar, dapat ditempuh sekitar 6 jam dengan 
menggunakan mobil dari kota Pare-Pare, pusat kawasan pengembangan 
ekonomi terpadu di provinsi Sulawesi Selatan sekitar 190 km. kabupaten 
mamasa memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan kabupaten 
Mamuju, sebelah selatan berbapatasan dengan Kabupaten Polewali mandar, 
sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Mamuju dan sebelah timur 
berbatasan dengan kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dan Kabupaten 
Pinrang. Kabupaten Mamasa awalnya terdiri dari 4 kecamatan, yakni kecamatan 




kecamatan dan 123 kelurahan/desa. Luas wilayah Kabupaten Mamasa yaitu 
2.759,23 km2. 
d) Kabupaten Mamuju 
Kabupaten Mamuju adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi 
Sulawesi Barat, Indonesia.Luas wilayah kabupaten ini sebelum dimekarkan 
adalah 11.057,81 km².Jumlah penduduk di kabupaten ini sebanyak 231.384 
jiwa.Ibukotanya adalah Mamuju.Dengan luas wilayah 8.014,06 Km2, berarti 
tingkat kepadatan penduduk daerah ini sekitar 35,4 jiwa/Km2. Ada tiga 
kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya di atas 200, yaitu Kecamatan 
Mamuju (235,5 jiwa/Km2), Kecamatan Simboro dan Kepulauan (215,7 jiwa/Km) 
dan Kecamatan Tobadak (208,4 jiwa/Km2). Sementara itu kecamatan yang 
kepadatan penduduknya tergolong rendah dengan kepadatan di bawah 10 
adalah Kecamatan Bonehau dan Kecamatan Kalumpang dengan tingkat 
kepadatan penduduk masing-masing 7,8 dan 6 jiwa/Km2. Kecamatan yang akan 
bergabung di Kota Mamuju antara lain Kecamatan Mamuju, Simboro dan 
Kepulauan, Tapalang, Tapalang Barat, Kepulauan Bala-Balakang. 
e) Kabupaten Mamuju Utara 
Kabupaten Mamuju Utara merupakan salah satu bagian dari Provinsi 
Sulawesi Barat yang secara geografis terletak pada 0 LS dan 119o 16’45‖ BT 
sampai dengan 119 Kabupaten Mamuju Utara berbatasan dengan sebelah utara 
Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, sebelah selatan Kabupaten Mamuju, 
sebelah barat : Selat Makassar, sebelah timur Kabupaten Luwu Utara.Kabupaten 
Mamuju Utara memiliki luas wilayah 304.375 ha, yang terdiri dari empat wilayah 
kecamatan yaitu Kecamatan Sarudu, Pasangkayu, Bambalamotu dan 
Baras.Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Sarudu dengan luas 
wilayah 107.474 ha.Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling 




4.2 Perkembangan Variabel Penelitian 
4.2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2008-2012 
Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan 
kekuranganuang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.Dalam arti 
luas. Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa 
kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 
1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan 
menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan 
(dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun 
sosiologis. 
Gambar 4.1 
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 
Barat, Tahun 2008-2012 
 
 
Sumber:BPS,Hasil Pengolahan Susenas 2008-2012 
 
2008 2009 2010 2011 2012
Majene 18,44 18,09 18,42 17,06 16,52
Polman 21,8 21,37 21,24 19,66 19,1
Mamasa 18,06 17,87 16,25 15,04 14,38
Mamuju 8,11 8,13 8,17 7,59 7,12



















 Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Persentase Tingkat Kemiskinan 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami penurunan yang 
signifikan dari Tahun 2008-2012..Dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa kabupaten 
yang memiliki tingkat penduduk miskin tertinggiyaitu Polewali Mandar dimana 
pada tahun 2008 sebesar 21,8% kemudian terus mengalami penurunan menjadi 
19,1% di tahun 2012. Sedangkan kabupaten yang memiliki persentase penduduk 
miskin yang terendah yaitu Kabupaten Mamuju Utara dimana pada tahun 2008 
sebesar 6,52% hingga pada tahun 2012 sebesar 5,3%. 
 
4.2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2008-2012 
 Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat daerah pada suatu 
waktu tertentu dapat dilihat dari kondisi perekonomiannya. Dalam artian bahwa 
semakin maju perekonomian suatu daerah, maka kesejahteraan akan meningkat 
juga. Meskipun dalam kondisi ini perlu mendapat kajian yang lebih mendalam 
lagi. 
 Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB (atas dasar 
harga konstan) yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibanding dengan 
nilai tahun sebelumnya.Penggunaan atas dasar harga konstan ini dimaksudkan 
untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur 
merupakan pertumbuhan riil ekonomi.Untuk melihat bagaimana perkembangan 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat pada 








Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2008-2012 Atas Dasar Harga Konstan 
 
 
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat 
 
 Pada Gambar 4.2. menggambarkan pertumbuhan ekonomi 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2008-2012, dimana 
selama kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota 
masih berfluktuatif. Akan tetapi dari Gambar 4.2.  telihat bahwa pertumbuhan 
ekonomi  yang paling tertinggi pada tahun 2012 antara kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju Utara, pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Mamuju Utara sebesar 12.98 persen, tingkat pertumbuhan tertinggi 
Kabupaten Mamuju Utara terjadi pada tahun 2011 sebesar 16.14 persen atau 
meningkat sebesar 8.56 persen dari tahun 2008 dengan pertumbuhan ekonomi 
7.58 persen, sedangkan kabpaten/kota yang terendah pertumbuhan ekonominya 
pada tahun 2012 adalah Kabupaten Mamasa dengan pertumbuhan ekonomi 
sebesar 6.62 persen, tingkat pertumbuhan ekonomi terendah Kabupaten 
Mamasa terjadi pada tahun 2009 sebesar 4.33 persen atau berkurang sebesar 
4.13 persen dari tingkat pertumbuhan pada tahun 2008. 
2008 2009 2010 2011 2012
majene 7,18 6,17 12,92 7,52 7,04
polman 7,7 4,92 11,3 9,68 9,91
mamasa 8,46 4,33 13,35 7,35 6,62
mamuju 11,59 8,26 10,6 11,51 11,48

























4.2.3 Perkembangan Kesempatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2008-2012 
Kesempatan kerja secara umum diartikan sebagai suatu keadaan yang 
mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut 
secara aktif dalam kegiatan perekonomian.Kesempatan kerja adalah penduduk 
usia 15 tahun keatas yang bekerja atau disebut pula pekerja. Bekerja yang 
dimaksud disini adalah paling sedikit satu jam secara terus menerus selama 
seminggu yang lalu.  
Pada gambar 4.3 memperlihatkan perkembangan kesempatan kerja 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2008-2012. Dari data yang ada 
memperlihatkan bahwa kesempatan kerja di kabupaten/kota cenderung 
berfluktuatif kecuali Kabupaten Majene. dimana perkembangan kesempatan 
kerja Kabupaten Majene dari tahun 2008-2012 terus mengalami peningkatan, 
pada tahun 2008 kesempatan kerja Kabupaten Majene kesempatan kerja 
sebesar 93,09% terus mengalami peningkatan hingga tahun 2012 menjadi 
96,85% atau rata-rata peningkatan setiap tahun sebesar 0,75%. Meskipun 
Kesempatan kerja Kabupaten Majene terus mengalami peingkatan namun 
apabila dibandingkan dengan empat kabupaten lain Kabupaten Majene 
merupakan kabupaten yang memiliki kesempatan kerja terendah. Kemudian 
Mamuju merupakan Kabupaten yang memiliki Kesempatan kerja yang tertinggi di 
tahun 2012 yaitu sebesar 98,98%, meskipun dari tahun 2008 hingga 2012 
cenderung berfluktuatif. Perkembangan Kesempatan Kerja Kabupaten/Kota di 












Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat 
  
4.2.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2008-2012 
 Pengeluaran Pemerintah daerah merupakan kebijakan keuangan tahunan 
pemerintah daerah yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri 
serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, 
pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran tersebut mudah dilakukan. 
Disisi lain anggaran dapat pula menjadi saran bagi pihak tertentu untuk melihat 
atau mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah.  
Dari gambar 4.4 menunjukkan bahwa perkembangan belanja langsung 
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat mengalami fluktuatif. 
Dapat dilihat belanja langsung pemerintah yang tertinggi yaitu Mamuju sebesar 
366,503,574 pada tahun 2011 dan yang terendah adalah Mamasa pada tahun 
2011 sebesar 120,246,716. Untuk melihat sejauh mana perkembangan 
pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja langsung pemerintah untuk 
2008 2009 2010 2011 2012
Majene 93,03 94,11 95,97 96,54 96,85
Polman 95,55 93,77 95,44 96,86 97,82
Mamasa 97,39 98,08 97,86 97,35 96,63
Mamuju 97,17 96,64 98,45 97,37 98,98
























masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada 
Gambar 4.4 pada halaman 46. 
Gambar 4.4 
Perkembangan Belanja Langsung Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2008-2012 
 
 
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat 
  
4.2.5 Perkembagan Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2008-2012 
Pola investasi daerah berfungsi sebagai pembentuk modal untuk 
pembangunan daerah dalam rangka mencapai berbagai tujuan pembangunan, 
dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu pola investasi swasta dan pola investasi 
pemerintah ( Zaris, 1987). Investasi swasta memainkan peranan penting dalam 
membentuk pola pembangunan daerah. Investasi ini akan menyebabkan 
terbentuknya modal daerah (Regional Capital Formation). Investasi yang 
ditanamkan hendaknya diarahkan kepada penggunaan yang produktif atau yang 
dapat meningkatkan output. 
2008 2009 2010 2011 2012
majene 159.999.702 166.457.102 178.356.772 175.588.486 185.817.569
polman 194.342.095 183.394.685 196.238.864 270.595.046 266.988.013
mamasa 159.551.024 146.250.418 139.317.618 120.246.716 200.775.442
mamuju 221.176.163 218.860.620 221.607.640 366.503.574 352.764.152















Perkembangan Total BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2012 
 
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat 
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa total BLM PNPM mandiri untuk 
semua kabupaten/kota di Sulawesi Barat mengalami fluktuatif. Tetapi total BLM 
PNPM Mandiri yang tertinggi berada pada Mamasa tahun 2010 yaitu sebesar 
46,000,000,000 pada tahun 2010. Sedangkan total BLM PNPM Mandiri yang 
terendah yaitu Mamuju Utara pada tahun 2009 sebesar 4,700,000,000. 
4.3 Analisis Data 
 Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
ekonometrika dengan metode kuantitatif menggunakan pemodelan regresi linear 
berganda, hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan hubungan dan 
pengaruh variable-variabel Independen terhadap variable dependen. Dengan 
menggunakan data panel selama periode 2008-2012 dengan metode Panel 
Least Square (PLS). perhitungan dalam penelitian ini menggunakan program 
Eviews 7.0 yang membantu dalam pengujian model hipotesis secara parsial 
maupun bersama-sama. 
2008 2009 2010 2011 2012
Majene 10.000.000. 15.000.000. 21.200.000. 21.075.000. 20.390.000.
Polman 17.750.000. 28.000.000. 31.150.000. 22.650.000. 23.150.000.
Mamasa 9.750.000.0 24.900.000. 46.000.000. 44700000000 42900000000
Mamuju 10000000000 10900000000 27500000000 22800000000 24100000000
















4.4 Hasil Penelitian 
4.4.1 Hasil Penelitian Model Y1 
4.4.1.1 Penaksiran Model 
 Analisis regresi digunakan untuk mengestimasi apakah pengeluaran 
pemerintah, pengeluaran pemerintah (t-1), pengeluaran pemerintah (t-2), dan 
Investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sulawesi Barat tahun 2008-2012 maka terlebih dahulu dilakukan uji 
penaksiran model, pengujian yang dilakukan meliputi : 
1. Common Effect Model dan Fixed Effect Model 
Untuk mengetahui model data panel yang akan digunakan, maka 
digunakan uji F-Restriced dengan membandingkan F-statistik dan F-tabel 
terlebih dahulu dibuat hipotesisnya. Adapun hipotesisnya adalah sebagai 
berikut : 
H0 : Model PLS (Restriced) 
H1 : Model FEM (Unrestriced) 
 Dari hasil regresi berdasarkan metode fixed effect dan Pooled 
Least Square menggunakan uji chou diperoleh nilai F-statistik adalah 2,50 
dengan nilai tabel pada df (4,16) α = 0,10 adalah 2,33, sehingga F-
statistik > F-tabel, maka H0 ditolak sehingga model data yag digunakan 
adalah Fixed Effect Model. 
2. Fixed effect Model dan Random Effect Model 
Setelah diketahui bahwa model yang digunakan adalah fixed 
effect model, model data panel masih harus dibandingkan lagi antara 
fixed effect model dengan random effect. 
Dari hasil regresi diperoleh hasil pengujian Housman untuk 




random sebesar 0.0400dimana α = 0,10 lebih besar sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model yang dapat digunakan adalah Fixed Effect 
Model. 
4.4.1.2 Hasil Estimasi 
 Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah(X1), pengeluaran 
pemerintah t-1 (X2), pengeluaran pemerintah t-2 (X3), dan investasi (X4) terhadap 
pertumbuhan ekonomi (Y1) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat tahun 
2008-2012 maka disajikan hasil perhitungan statistik yang diperoleh dengan 
menggunakan program Eviews 7.0 pada Tabel 4.1 
Tabel 4.1 
Hasil Estimasi Melalui Model Pooled Least Square 
 Sumber : Data sekunder yang diolah dari Eviews 7 
 Hasil regresi pada tabel 4.1, pengaruh variable pengeluaran pemerintah 
(X1), pengeluaran pemerintah t-1 (X2), pengeluaran pemerintah t-2 (X3), dan 
investasi (X4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) di Provinsi Sulawesi Barat 
tahun 2008-2012 adalah : 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -229.6347 258.2414 -0.889225 0.3871 
X1? 0.790710 7.306858 0.108215 0.9152 
X2? 2.068031 8.968982 0.230576 0.8206 
X3? 3.444552 9.968870 0.345531 0.7342 
X4? 5.070071 2.678442 1.892918 0.0766 
Fixed Effects (Cross)     
_MJNE--C -1.213338    
_POLMN--C -3.496553    
_MAMSA--C -3.398192    
_MAMJU--C -0.753263    
_MAMJUT--C 8.861345    
R-squared 0.431329     Mean dependent var 10.27334 
Adjusted R-squared 0.146993     S.D. dependent var 5.633220 
S.E. of regression 5.202751     Akaike info criterion 6.409965 
Sum squared resid 433.0980     Schwarz criterion 6.848760 
Log likelihood -71.12456     Hannan-Quinn criter. 6.531668 
F-statistic 1.516970     Durbin-Watson stat 2.539542 




Ŷ1it = lnα0 + α1lnX1it + α2lnX2it + α3lnX3it + α4lnX4it + µ1it 
Ŷ1it = -229.6347 + 0.790710 lnX1it + 2.068031 lnX2it + 3.444552 lnX3it + 5.070071 lnX4it 
Ŷ1it(majene) = -1.213338 + 0.790710 lnX1it + 2.068031 lnX2it + 3.444552 lnX3it + 5.070071 
lnX4it 
Ŷ1it(polman) = -3.496553 + 0.790710 lnX1it + 2.068031 lnX2it + 3.444552 lnX3it + 5.070071 
lnX4it 
Ŷ1it(mamasa) = -3.398192 + 0.790710 lnX1it + 2.068031 lnX2it + 3.444552 lnX3it + 5.070071 
lnX4it 
Ŷ1it(mamuju) = -0.753263 + 0.790710 lnX1it + 2.068031 lnX2it + 3.444552 lnX3it + 5.070071 
lnX4it 
Ŷ1it(mamjut) = 8.861345 + 0.790710 lnX1it + 2.068031 lnX2it + 3.444552 lnX3it + 5.070071 
lnX4it 
 
4.4.1.3 Uji Statistik 
4.4.1.3.1 Uji Determinasi (R2) 
 Dari hasil regresi pada tabel 4.1, pengaruh variable pengeluaran 
pemerintah (X1), pengeluaran pemerintah t-1 (X2), pengeluaran pemerintah t-2 
(X3), dan investasi (X4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) diperoleh dengan 
nilai sebesar R2 0.431329. hal ini berarti variable-variabel independen (bebas) 
yaitu, pengeluaran pemerintah (X1), pengeluaran pemerintah (X2(t-1)), 
pengeluaran pemerintah (X3(t-2)), dan investasi (X4) menjelaskan variasi 
pertumbuhan ekonomi (Y1) di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 
43%. Adapun sisanya variasi  variable yang lain dijelaskan diluar model sebesar 
57%. 
4.4.1.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
 Pengujian terhadap pengaruh semua variable independen didalam model 
dapat dilakukan dengan uji F. Pengaruh pengeluaran pemerintah (X1it), 
pengeluaran pemerintah t-1 (X2), pengeluaran pemerintah t-2 (X3), dan investasi 
(X4) terhadap pertumbuhan  ekonomi (Y1) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 
Barat dengan menggunakan taraf keyakinan 90% (α = 0,10), dari regresi pada 
tabel 4.1 diperoleh Prob(F-statistik) sebesar 0.22, jadi dapat disimpulkan bahwa 
hasil estimasi pada tabel 4.1 adalah tidak fit, artinya semua variable independent 




4.4.1.3.3 Uji Signifikansi Parameter (Uji t) 
 Uji signifikasi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi 
pengaruh variable independen secara individu terhadap variable 
dependen.Parameter yang digunakan adalah suatu variable independen 
dikatakan secara signifikan berpengaruh terhadap variable dependen bila nilai t-
statistik lebih > nilai t-tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t-
statistik yang lebih kecil dari alpha (α) 1%, 5%, atau 10%. Pengaruh pengeluaran 
pemerintah (X1), pengeluaran pemerintah t-1 (X2), pengeluaran pemerintah t-2 
(X3), dan investasi (X4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan taraf keyakinan 90% (α = 0,10) 
dan degree of freedom (df = n-k = 25-5 = 20) diperoleh t-tabel sebesar 1,325. 
Dari tabel 4.1 diatas dapat diinterpretasikan bahwa pengeluaran pemerintah (X1), 
pengeluaran pemerintah t-1 (X2), pengeluaran pemerintah t-2 (X3) tidak signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1), sedangkan investasi (X4) signifikan 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Y1). 
 
4.4.1.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan 
4.4.1.4.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah (t-1), 
Pengeluaran Pemerintah (t-2), dan Investasi Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi 
 Berdasarkan tabel 4.1 dengan melihat masing-masing koefisien regresi 
kabupaten/kota di Provensi Sulawesi Barat didapatkan bahwa untuk Majene 
sebesar -1,21, Polman sebesar -3,49, Mamasa -3,39, Mamuju sebebsar -0,75, 
dan Mamuju Utara sebesar 8,86.Untuk  Mamuju Utara menujunjukkan angka 
koefisien positif karena pengeluaran pemerintah  di Mamuju Utara diperuntukan 





4.4.1.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi 
 Dari hasil regresi tebel 4.5 menunjukkan hasil koefisien pengeluaran 
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,79 dan probabilitas 
sebesar 0,91 (lebih dari 10%). Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran 
pemerintah tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. 
4.4.1.4.3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (t-1) Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi 
 Dari hasil regresi tebel 4.5 menunjukkan hasil koefisien pengeluaran 
pemerintah menggunakan time lag 1 tahun terhadap pertumbuhan ekonomi 
sebesar 2,06 dan probabilitas sebesar 0,82 (lebih dari 10%). Disimpulkan bahwa 
pengeluaran pemerintah time lag 1 tahun tidak berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. 
4.4.1.4.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (t-2) Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi 
 Dari hasil regresi tabel 4.1 menunjukkan hasil koefisien pengeluaran 
pemerintah menggunakan time lag 2 tahun terhadap pertumbuhan ekonomi 
sebesar 3,44 dan probabilitas sebesar 0,73 (lebih dari 10%). Disimpulkan bahwa 
pengeluaran pemerintah time lag 2 tahun tidak berpenaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
4.4.1.4.5 Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
 Dari hasil regresi tabel 4.1 menunjukkan bahwa Investasi berhubungan 
positifdan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Barat. Hal ini terlihat pada tabel 4.1 yang menunjukkan nilai 




terhadap pertumbuhan ekonomisebesar 5,07 artinya setiap kenaikan sebesar 1% 
investasi maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi 
sebesar 5,07%. Sebaliknya apabila investasi turun sebesar 1% maka akan 
mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sbesar 5,07%. 
 
4.4.2 Hasil Penelitian Model Y2 
4.4.2.1 Penaksiran Model 
1. Common Effect Model dan Fixed Effect Model 
 Dari hasil regresi berdasarkan metode fixed effect dan pooled least 
square dengan menggunakan uji chou diperoleh nilai F-statistik adalah 5,05 
dengan nilai tabel pada df (4,16) α = 0,10 adalah 2,33, sehingga F-statistik > F-
tabel, maka H0ditolak sehingga model data yang digunakan adalah Fixed Effect 
Model. 
2. Fixed Effect Model dan Random Effect Model 
Dari hasil regresi diperoleh hasil pengujian Housman untuk Random 
Effect dengan Fixed Effect diperoleh Probabilitas Cross Section random sebesar 
0,0004 dimana α = 0,10 lebih besar sehingga dapat disimpulkan bahwa model 
yang dapat digunakan adalah Fixed Effect Model. 
4.4.2.2 Hasil Estimasi 
Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah (X1), pengeluaran 
pemerintah t-1 (X2), pengeluaran pemerintah t-2 (X3), dan Investasi (X4)terhadap 
kesempatan kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2008-2012 
maka disajikan hasil perhitungan statistic yang diperoleh dengan menggunakan 







Hasil Etimasi Melalui Model Pooled Least Square 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -4.056560 48.96018 -0.082854 0.9350 
X1? 0.787279 1.385313 0.568304 0.5777 
X2? 4.730750 1.700436 2.782080 0.0133 
X3? -1.110121 1.890006 -0.587364 0.5652 
X4? 0.705291 0.507808 1.388892 0.1839 
Fixed Effects (Cross)     
_MJNE—C -0.724638    
_POLMN—C -1.324568    
_MAMSA—C 1.696816    
_MAMJU—C -0.273394    
_MAMJUT—C 0.625785    
R-squared 0.692079     Mean dependent var 96.64160 
Adjusted R-squared 0.538118     S.D. dependent var 1.451392 
S.E. of regression 0.986394     Akaike info criterion 3.084190 
Sum squared resid 15.56756     Schwarz criterion 3.522986 
Log likelihood -29.55238     Hannan-Quinn criter. 3.205894 
F-statistic 4.495166     Durbin-Watson stat 1.884587 
Prob(F-statistic) 0.005137    
     Sumber : Data yang diolah dari Evies 7 
Hasil regresi pada tabel 4.2 pengaruh pengeluaran pemerintah (X1), 
pengeluaran pemerintah t-1 (X2), pengeluaran pemerintah t-2 (X3), dan Investasi 
(X4) terhadap kesempatan kerja kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat tahun 
2008-2012 adalah : 
Ŷ2it = lnβ0 + β1lnX1it + β2lnX2it + β3lnX3it + β4lnX4it 
Ŷ2it = -4.056560 + 0.787279lnX1it + 4.730750lnX2it – 1.110121lnX3it + 
0.705291lnX4it 
Ŷ2it(majene) = -0.724638 + 0.787279lnX1it + 4.730750lnX2it – 1.110121lnX3it + 
0.705291lnX4it 
Ŷ2it(polman) = -1.324568 + 0.787279lnX1it + 4.730750lnX2it – 1.110121lnX3it + 
0.705291lnX4it 
Ŷ2it(mamasa) = 1.696816 + 0.787279lnX1it + 4.730750lnX2it – 1.110121lnX3it + 
0.705291lnX4it 





Ŷ2it(mamjut) = 0.625785 + 0.787279lnX1it + 4.730750lnX2it – 1.110121lnX3it + 
0.705291lnX4it 
 
4.4.2.3 Uji Statistik 
4.4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.2, pengaruh variable pengeluaran 
pemerintah (X1), pengeluaran pemrintah t-1 (X2), pengeluaran pemerintah t-2 
(X3), dan investasi (X4) terhadap Kesempatan Kerja (Y2) diperoleh dengan nilai 
sebesar R2 0,69. Hal ini berarti variable-variabel idependen (bebas) yaitu 
pengeluaran pemerintah (X1), pengeluaran pemrintah t-1 (X2), pengeluaran 
pemerintah t-2 (X3), dan investasi (X4) menjelaskan variasi kesempatan kerja (Y2) 
di Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 69%. Adapun sisa variasi 
variable yang lain dijelaskan diluar model sebesar 31%. 
4.4.2.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Pengujian terhadap pengaruh semua variable independen didalam model 
dapat dilakukan dengan uji F. Pengaruh pengeluaran pemerintah (X1it), 
pengeluaran pemerintah t-1 (X2), pengeluaran pemerintah t-2 (X3), dan investasi 
(X4) terhadap kesempatan kerja (Y2) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat 
dengan menggunakan taraf keyakinan 90% (α = 0,10), dari regresi pada tabel 4.2 
diperoleh Prob(F-statistik) sebesar 0.005, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil 
estimasi pada tabel 4.1 adalah fit. Artinya semuavariable independen bersama 
sama mempengaruhi variable dependen. 
4.4.2.3.3 Uji Signifikansi Parameter (Uji t) 
 Uji signifikasi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat sinifikasi pengaruh 
variable independen secara individu terhadap variable dependen.Parameter yang 
digunakan adalah suatu variable independen dikatakan secara signifikan 




atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari 
alpha (α) 1%, 5%, atau 10%. Pengaruh pengeluaran pemerintah (X1), 
pengeluaran pemerintah (X2(t-1)), pengeluaran pemerintah (X3(t-2)), dan investasi 
(X4) kesempatan kerja (Y2) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat dengan 
menggunakan taraf keyakinan 90% (α = 0,10) dan degree of freedom (df = n-k = 
25-5 = 20) diperoleh t-tabel sebesar 1,325. Dari tabel 4.2 diatas dapat 
diinterpretasikan bahwa pengeluaran pemerintah (X1), pengeluaran pemerintah t-
2 (X3), dan Investasi (X4) tidak signifikan terhadap kesempatan kerja (Y2), 
sedangkan pengeluaran pemerintah t-1 (X2) signifikan mempengaruhi 
kesempatan kerja (Y2). 
4.4.2.4 Interpretasi hasil dan Pembahasan 
4.4.2.4.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah (t-1), 
Pengeluaran Pemerintah (t-2), dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja  
 Berdasarkan tabel 4.2 dengan melihat masing-masing koefisien regresi 
Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat didapatkan bahwa untuk Majene 
sebesar -0,72, Polman sebesar -1,32, Mamasa sebesar 1,69, Mamuju sebesar -
0,27, Mamuju Utara sebesar 0,62.Mamasa dan Mamuju Utara menunjukkan nilai 
koefisien yang positif karena peran swasta sudah berpengaruh terhadap 
kesempatan kerja sedangkan Majene, Polman, dan Mamuju masih bergantung 
terhadap pengeluaran pemerintah. 
4.4.2.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja 
Dari hasil regresi tabel 4.2 menunjukkan hasil koefisien pengeluaran 
pemerintah terhadap kesempatan kerja sebesar 0,78 dan probabilitas sebesar 
0,57 (lebih dari 10%). Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak 





4.4.2.4.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (t-1) Terhadap Kesempatan 
Kerja 
 Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (t-1) atau 
dengan menggunakan data time lag 1 tahun berhubungan positif dan signifikan 
terhadap kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini 
terlihat pada tabel 4.2 yang menunjukkan nilai probabilitasnya yaitu sebesar 
0.01(kurang dari 10%) dan nilai koefisien X2t-1menunjukkan angka 4.73, artinya 
setiap kenaikan sebesar 1% pengeluaran pemerintah maka akan mengakibatkan 
peningkatan kesempatan kerja sebesar 4.73%. Sebaliknya apabila pengeluaran 
pemerintah turun sebesar 1% makan akan mmengakibatkan penurunan 
kesempatan kerja sebesar 4.73%. 
4.4.2.4.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (t-2) Terhadap Kesempatan 
Kerja 
Dari hasil regresi tabel 4.2 menunjukkan hasil koefisien pengeluaran 
pemerintah time lag 2 tahun terhadap kesempatan kerja sebesar -1,11 dan 
probabilitas sebesar 0,56 (lebih dari 10%). Dapat disimpulkan bahwa 
pengeluaran pemerintah time lag 2 tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap 
kesempatan kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. 
4.4.2.4.5 Pengaruh Investasi Terhadap Kesempatan Kerja 
Dari hasil regresi tabel 4.2 menunjukkan hasil koefisien investasi terhadap 
kesempatan kerja sebesar 0,70 dan probabilitas sebesar 0,18 (lebih dari 10%). 
ivestasi mempunyai hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap 
kesempatan kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. Dapat disimpulkan 
bahwa investasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kesempatan kerja 





4.4.3 Hasil Penelitian Y3 
4.4.3.1 Penaksiran Model 
1. Common Effect Model dan Fixed Effect Model 
 Dari hasil regresi berdasarkan metode fixed Effect dan Pooled Least 
Square dengan menggunakan uji Chou diperoleh nilai F-statistik adalah 137.89 
dengan nilai tabel pada df (4,18) α = 0,10 adalah 2,28, sehingga F-statistik > F-
tabel, maka H0ditolak sehingga model data yang digunakan adalah Fixed Effect 
Model. 
2. Fixed Effect Model dan Random Effect Model 
Dari hasil regresi diperoleh hasil pengujian Housman untuk Random 
Effect diperoleh Probabilitas Cross section random sebesar 0,0023 dimana α = 
0,10 lebih besar sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dapat 
digunakan adalah Fixed Effect Model. 
4.4.3.2 Hasil Estimasi 
Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi (Y1) dan Kesempatan 
Kerja (Y2) terhadap Kemiskinan (Y3) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat 
tahun 2008-2012 maka disajikan hasil perhitungan statistic yang diperoleh 






Hasil Estimasi Melalui Model Pooled Least Square 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0.107491 24.83098 -0.004329 0.9966 
Y1? -0.186023 0.099008 -1.878873 0.0766 
Y2? 0.585536 0.287017 2.040076 0.0563 
Fixed Effects (Cross)     
_MJNE--C 4.533291    
_POLMN--C 7.334524    
_MAMSA--C 1.682440    
_MAMJU--C -6.552138    
_MAMJUT--C -6.998116    
R-squared 0.984484     Mean dependent var 14.22640 
Adjusted R-squared 0.979312     S.D. dependent var 6.080560 
S.E. of regression 0.874582     Akaike info criterion 2.801356 
Sum squared resid 13.76810     Schwarz criterion 3.142641 
Log likelihood -28.01694     Hannan-Quinn criter. 2.896014 
F-statistic 190.3506     Durbin-Watson stat 2.817637 
Prob(F-statistic) 0.000000    
      Sumber : data sekunder yang diolah dari Eviews 7. 
 Dari regresi pada tabel 4.3 pengaruh pertumbuhan ekonomi (Y1) dan 
kesempatan kerja (Y2) terhadap tingkat kemiskinan (Y3) kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi Barat tahun 2008-2012 adalah : 
Ŷ3it = lnδ0 + δ1Y1 + δ2Y2 
Ŷ3it = -0.107491 – 0.186023Y1 + 0.585536Y2 
Ŷ3it(majene) = 4.533291 – 0.186023Y1 + 0.585536Y2 
Ŷ3it(polman) = 7.334524 – 0.186023Y1 + 0.585536Y2 
Ŷ3it(mamasa) = 1.682440 – 0.186023Y1 + 0.585536Y2 
Ŷ3it(mamuju) = -6.552138 – 0.186023Y1 + 0.585536Y2 
Ŷ3it(mamjut) = -6.998116 – 0.186023Y1 + 0.585536Y2 
 
4.4.3.3 Uji Statistik 
4.4.3.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)  
 Dari hasil regresi pada tabel 4.3, pengaruh variable pertumbuhan 
ekonomi (Y1) dan kesempatan kerja (Y2) terhadap tingkat kemiskinan (Y3) 




(bebas) yaitu pertumbuhan ekonomi (Y1) dan kesempatan kerja (Y2) menjelaskan 
variasi tingkat kemiskinan (Y3) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat 
sebesar 98%. Adapun sisanya variasi variable yang lain dijelaskan diluar model 
sebesar 2%. 
4.4.3.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Pengujian terhadap pengaruh semua variable independen didalam model 
dapat dilakukan dengan uji F. Pengaruh prtumbuhan ekonomi (Y1) dan 
kesempatan kerja (Y2) terhadap tingkat kemiskinan (Y3) kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan taraf keyakinan 90% (α = 0,10), 
dari regresi pada tabel 4.3 diperoleh Prob(F-statistik) sebesar 0.000, jadi dapat 
disimpulkan bahwa hasil estimasi pada tabel 4.3 adalah fit. Artinya pertumbuhan 
ekonomi dan kesempatan kerja bersama sama mempengaruhi tingkat 
kemiskinan. 
4.4.3.3.3 Uji Signifikansi Parameter (Uji t) 
 Uji signifikansi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi 
pengaruh variable independen secara individu terhadap variable 
dependen.Parameter yang digunakan adalah suatu variable independen 
dikatakan secara signifikan berpengaruh terhadap variable dependen bila nilai t-
statistik lebih > nilai t-tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t-
statistik yang lebih kecil dari alpha (α) 1%, 5%, atau 10%.Pengaruh pertumbuhan 
ekonomi dan kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan taraf keyakinan 90% (α = 
0,10).Dari tabel 4.3 dapat diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan 






4.4.3.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan 
4.4.3.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan 
 Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh negatif dan sigifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di 
Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini terlihat pada tabel 4.3 diperoleh hasil koefisien 
sebesar -0,18 dan nilai probabilitas sebesar 0,07 (kurang dari 10%), artinya 
apabila terjadi kenaikanpertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan 
berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan sebesar -0,18%.  
4.4.3.4.2 Pengaruh Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan 
Dari hasil regresi menunjukkan bahwa kesempatan kerja berpengaruh 
positif dan sigifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Barat. Hal ini terlihat pada tabel 4.3 yang menunjukkan hasil koefisien 
regresi sebesar 0,58 dan nilai probabilitas sebesar 0,05 (kurang dari 10%), 
artinya apabila terjadi kenaikan kesempatan kerja sebesar 1% akan berpegaruh 
terhadap kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,58.Menurut teori kesempatan 
kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan tetapi dalam penelitian ini 
menemukan hasil bahwa kesempatan kerja berpengaruh positif terhadap tingkat 
kemiksinan. 
Berdasarkan data yang diperoleh selama 5 tahun terakhir bahwa di 
Provinsi Sulawesi Barat sektor yang penyerapan tenaga kerja lebih dominan 
pada sektor pertanian. Kesempatan kerja yang dominan terhadap sektor 
pertanian tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat 
disebabkan distribusi lahan yang timpang,pendidikan petani yang rendah, 
sulitnya mendapatkan modal, dan nilai tukar petani yang terus menurun. Pada 
sektor pertanian mengandalkan musim untuk produksinya. Ketika masa panen 




pendapatan para petani meningkat karena semakin banyak produksi maka harga 
akan semakin turun sementara permintaan tetap. Turunnya harga akan 
menurunkan pendapatan para petani.  
4.4.3.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah t-1, 
Pengeluaran Pemerintah t-2, dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan 
Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja 
4.4.3.5.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, pengeluaran pemerintah t-1, 
pengeluaran pemerintah t-2, dan investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan 
Melalui Pertumbuhan Ekonomi 
 Dari hasil estimasi pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah time 
lag 1 tahun, dan pengeluaran pemerintah time lag 2 tahun tidak berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah (X1) berhubungan 
positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil 
koefisien regresi sebesar 0,79. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan hasil koefisien regresi 
sebesar -0,18.sehinggaPengaruh pengeluaran pemerintah (X1) terhadap tingkat 
kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomididapatkan hasil koefisien regresi 
sebesar-0,147. Disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidakberpengaruh 
terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.Maka hal ini tidak 
sesuai dengan hipotesis. 
Dari hasil regresi pengeluaran pemerintah time lag 1 tahun berhubungan 
positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 
regresi sebesar 2,06. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 
kemiskinan berpengaruh signifikan dan didapatkan hasil koefisien regresi 
sebesar -0,18. Maka dapat disimpulkan bahwa pegaruh pengeluaran pemerintah 
time lag 1 tahun terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi 




bahwa pengeluaran pemerintah time lag 1 tahun tidak berpengaruh teradap 
tigkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.Hal ini tidak sesuai dengan 
hipotesis. 
Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa pengeluaran pemerintah time lag 
2 tahun berhubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi dengan hasil koefisien regresi sebesar 3,44. Sedangkan pertumbuhan 
ekonomi  terhadap tingkat kemiskinan diperoleh koefisien regresi sebesar -0,18. 
Maka pengaruh pengeluaran pemerintah time lag 2 tahun terhadap tingkat 
kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar -0,61. Sehingga disimpulkan 
pengeluaran pemerintah time lag 2 tahun tidak berpengaruh terhadap tingkat 
kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis. 
Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa investasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar 
5,07. Dan pertubuhan ekonomi berpegaruh negatif dan signifikan terhadap 
tingkat kemiskinan dengan koefisien regresi sebesar -0,18. Sehingga pengaruh 
investasi terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi diperoleh 
koefisien regresi sebesar -0,91. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi 
berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan 
ekonomi.Hal ini sesuai dengan hipotesis.Diketahui bahwa tingkat pertumbuhan 
ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan 
timbal balik tersebut terjadi karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan 
ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa 
di tabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dilain 
pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai, adanya pertumbuhan ekonomi yang 
dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, pengangguran dan meningkatkan 




Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui investasi, pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh terhadap penduduk miskin jika pertumbuhan ekonomi 
meningkat makadapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan adanya 
investasi jika penetapan dan alokasinya yang tepat akan mampu menaikkan dan 
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sehingga mengurangi 
jumlah penduduk miskin. 
Untuk pengeluaran pemerintah yang dilakukan lebih cenderung untuk 
pengeluaran disektor yang produktif yang langsung berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi.Tetapi dengan melihat hasil yang ada pengaruh yang 
dihasilkan tidak terlalu cukup besar.Untuk dapat merasakan pengaruh yang 
cukup besar memang memerlukan wkatu beberapa tahun keudian sehingga 
dapat terjadi. 
Pada penelitian ini menemukan hasil bahwa pengeluaran pemerintah 
berhubungan positif tetapi tidak secara cepat dan signifikan mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah belum 
cukup efektif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Menurut Musgrave dan Rostow, perkembangan pengeluaran Negara 
sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu Negara.Pada tahap 
awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran Negara yang besar untuk 
menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan dan lain-
lain.Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan 
untuk pertumbuha ekonomi, namun diharapkan investasi disektor swasta sudah 
mulai berkembang.Pada tahap lanjut pengeluaran pemerintah tetap diperlukan 
utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan 




Dalam penelitian ini menemukan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.Pertumbuhan 
ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan 
merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan tingkat 
kemiskinan.Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi 
tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.Artinya, pertumbuhan 
tersebut hendaklahmenyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di 
golongan penduduk miskin.Dari hasil penelitian berarti pertumbuhan ekonomi 
telah menyebar di setiap golongan masyarakat termasuk masyarakat miskin 
sehingga efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan, ini sesuai dengan 
penelitian Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008). Hal ini juga sesuai 
dengan penelitian Wongdesmiwati (2009) yang menggunakan PDB sebagai 
ukuran pertumbuhan ekonomi. 
4.4.3.5.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, pengeluaran pemerintah t-1, 
pengeluaran pemerintah t-2, dan investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan 
Melalui Kesempatan Kerja  
Pengeluaran pemerintahberhubungan positif tetapi tidak signifikan 
terhadap kesempatan kerja dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,78 
sedangkan kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan dengan koefisien regresi sebesar 0,58, sehingga pengaruh 
pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja 
didapatkan hasil koefisien regresi sebesar 0.46. Maka disimpulkan bahwa 
pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan melalui 
kesempatan kerja.Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis. 
 Dari hasil regresi menemukan bahwa pengeluaran pemerintah time lag 1 




koefisien regresi sebesar 4,73. Sedangkan pengaruh kesempatan kerja terhadap 
tingkat kemiskinan didapatkan hasil koefisien regresi sebesar 0,58. Maka 
pengaruh pengeluaran pemerintah time lag 1 tahun terhadap tigkat kemiskinan 
melalui kesempatan kerja diperoleh hasil rgresi sebsar 2,74. Dapat disimpulkan 
bahwa pengeluaran pemerintah time lag 1 tahun tidak berpengaruh terhadap 
tingkat kemiskinan melalui kesempatan kerja.Hal ini tidak sesuai dengan 
hipotesis.  
 Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa pengeluaran pemerintah time lag 
2 tahun tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja dengan hasil koefisien 
regresi sebesar -1,11. Sedangkan pengaruh kesempatan kerja terhadap tigkat 
kemiskinan diperoleh hasil koefisien regresi sebesar 0,58. Maka disimpulkan  
pengeluaran pemerintah time lag 2 tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap 
tingkat kemiskinan melalui kesempatan kerja. Hal ini tidak sesuai dengan 
hipotesis. 
 Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa investasi tidak berpengaruh 
terhadap kesempatan kerja dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,70. Dan 
pengaruh kesempatan kerja terhadap tingkat kemisikinan diperoleh koefisien 
regresi 0,58. Sehingga pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan melalui 
kesempatan kerja diperoleh koefisien regresi sebesar 0,406.Maka dapat 
dsimpulkan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan 
melalui kesempatan kerja.Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis. 
 Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa kesempatan kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien regresi 
sebesar 0,5855 dan probabilitas 0,05 (kurang dari 10%). Artinya setiap kenaikan 
kesempatan kerja sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan tingkat kemiskinan 
sebesar 0,5855%. Sebaliknya apabila kesempatan kerja turun sebesar 1% maka 




Kebijakan pembangunan daerah yang diwujudkan pada dasarnya 
mempunyai fungsi dalam perluasan kesempatan kerja apabila dilihat dari 
pembangunan daerah dan hubungan antara daerah.Pada hakekatnya tiap–tiap 
proyek pembangunan dilakukan dalam suatu daerah dan implementasinya harus 
menjadi komponen pembangunan.Yacoub (2013). 
Keuangan negara dan keuangan daerah yang merupakan studi tentang 
pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja pemerintah terhadap 
perekonomian. MenurutSuparmoko (2000) satu di antaranya adalah berpengaruh 
terhadap penciptaan kesempatan kerja atau dengan kata lain dapat menurunkan 
tingkat pengangguran., karna memicu munculnya kemiskinan. Tenaga kerja juga 
merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses produksi, maka dapat 
dikatakan kesempatan kerja akan meningkat bila output meningkat. Sehingga 
perlu dirumuskan kebijakan yang memberi dorongan kepada perluasan 
kesempatan kerja agar alat–alat kebijakan ekonomi dapat mengurangi 
penganggunran. 
Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah 
mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat 
kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan 
masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka 
terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila 
pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu 
berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab IV, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah time lag 1 tahun, 
dan pengeluaran pemerintah time lag 2 tahun tidak berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
Sehingga seluruh pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh 
terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. 
2. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa investasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui 
pertumbuhan ekonomi. 
3. Pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah time lag 2 tahun, 
dan investasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja, dan 
kesempatan kerja berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, 
sehingga pengeluaran pemerintah dan investasi tidak berpengaruh 
terhadap tingkat kemiskinan melalui kesempatan kerja. 
4. Pengeluaran pemerintah time lag 1 tahun berpengaruh terhadap 
kesempatan kerja tetapi kesempatan kerja berpengaruh positif 
terhadap tingkat kemiskinan, sehingga disimpulkan bahwa 
pengeluaran pemerintah time lag 1 tahun tidak berpengaruh terhadap 






1. Oleh karena hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah 
belum berpengaruh sigifikan tetapi menunjukkan peningkatan yang 
positif terhadap pertumuhan ekonomi maka pemerintah sebaiknya 
memberikan prioritas dalam penataan pengeluaran pemerintah 
karenan PDRB memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
kemiskinan. 
2. Oleh karena hasil penelitian menunjukkan investasi berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh terhadap 
tingkat kemiskinan maka pemerintah tetap memberikan porsi dan 
meningkatkan investasi. 
3. Pemerintah harus menyikapi dengan serius dan hati-hati khususnya 
dalam penetapan strategi pengalokasian dan pendistribusian 
pengeluaran pemerintah agar lebih berdampak pada perluasan 
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LAMPIRAN 1  
DATA VARIABEL 
No Kabupaten Tahun X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 
1 _mjne 2008   159,999,702.49    165,830,484.00    228,041,812.66  10,000,000,000.00  7.18 93.03    8.44  
2 _mjne 2009   166,457,102.25    159,999,702.49    165,830,484.00  15,000,000,000.00  6.17 94.11    8.09  
3 _mjne 2010   178,356,772.00    166,457,102.25    159,999,702.49  21,200,000,000.00  12.92 95.97    8.42  
4 _mjne 2011   175,588,486.00    178,356,772.00    166,457,102.25  21,075,000,000.00  7.52 96.54    7.06  
5 _mjne 2012   185,817,569.00    175,588,486.00    178,356,772.00  20,390,000,000.00  7.04 96.85    6,52  
6 _polmn 2008   194,342,095.06    186,682,381.00    257,881,647.00  17,750,000,000.00  7.70 95.55   21.80  
7 _polmn 2009   183,394,685.86    194,342,095.06    186,682,381.00  28,000,000,000.00  4.92 93.77    1.37  
8 _polmn 2010   196,838,864.00    183,394,685.86    194,342,095.06  31,150,000,000.00  11.30 95.44    1.24  
9 _polmn 2011   270,595,046.00    196,838,864.00    183,394,685.86  22,650,000,000.00  9.68 96.86    9.66  
10 _polmn 2012   266,988,013.00    270,595,046.00    196,838,864.00  23,150,000,000.00  9.91 97.82    9,10  
11 _mamsa 2008   159,551,024.64    177,013,827.00    186,127,471.00     9,750,000,000.00  8.46 97.39    8.06  
12 _mamsa 2009   146,250,418.54    159,551,024.64    177,013,827.00  24,900,000,000.00  4.33 98.08    7.87  
13 _mamsa 2010   139,317,618.00    146,250,418.54    159,551,024.64  46,000,000,000.00  13.35 97.86    6.25  
14 _mamsa 2011   120,246,716.00   139,317,618.00    146,250,418.54  44,700,000,000.00  7.35 97.35    5.04  
15 _mamsa 2012   200,775,442.00    120,246,716.00    139,317,618.00  42,900,000,000.00  6.62 96.63    4,38  
16 _mamju 2008   221,176,163.99    243,977,100.00    195,979,395.00  10,000,000,000.00  11.59 97.17     8.11  
17 _mamju 2009   218,860,619.69    221,176,163.99    243,977,100.00  10,900,000,000.00  8.26 96.64     8.13  
18 _mamju 2010   221,607,640.00    218,860,619.69    221,176,163.99  27,500,000,000.00  10.60 98.45     8.17  
19 _mamju 2011   366,503,574.00    221,607,640.00    218,860,619.69  22,800,000,000.00  11.51 97.37     7.59  
20 _mamju 2012   352,764,152.00    366,503,574.00    221,607,640.00  24,100,000,000.00  11.48 98.98     7,12  
21 _mamjut 2008   168,782,296.67    183,080,820.00    142,384,831.00     6,000,000,000.00  7.58 96.75     6.52  
22 _mamjut 2009   177,470,554.32    168,782,296.67    183,080,820.00     4,700,000,000.00  8.67 96.00     6.47  
23 _mamjut 2010   201,574,404.00    177,470,554.32    168,782,296.67  17,000,000,000.00  13.57 95.78     6.20  
24 _mamjut 2011   196,848,640.00    201,574,404.00    177,470,554.32  14,100,000,000.00  16.14 98.10     5.77  




LAMPIRAN 2  
DATA VARIABEL YANG DI LOGARITMA NATURAL (Ln) 
No Kabupaten Tahun X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 
1 _mjne 2008 18.89 18.93   19.25     3.03  7.18 93.03 18.44  
2 _mjne 2009 18.93  18.89  18.93  23.43  6.17 94.11    18.09  
3 _mjne 2010 19.00  18.93  18.89  23.78  12.92 95.97    18.42  
4 _mjne 2011 18.98  19.00  18.93  23.77  7.52 96.54    17.06  
5 _mjne 2012 19.04  18.98  19.00  23.74  7.04 96.85    16,52  
6 _polmn 2008 19.09  19.04  19.37  23.60  7.70 95.55    21.80  
7 _polmn 2009 19.03  19.09  19.04  24.06  4.92 93.77    21.37  
8 _polmn 2010 19.10  19.03  19.09  24.16  11.30 95.44    21.24  
9 _polmn 2011 19.42  19.10  19.03  23.84  9.68 96.86    19.66  
10 _polmn 2012 19.40  19.42  19.10  23.87  9.91 97.82    19,10  
11 _mamsa 2008 18.89  18.99  19.04  23.00  8.46 97.39    18.06  
12 _mamsa 2009 18.80  18.89  18.99  23.94  4.33 98.08    17.87  
13 _mamsa 2010 18.75  18.80  18.89  24.55  13.35 97.86    16.25  
14 _mamsa 2011 18.61  18.75  18.80  24.52  7.35 97.35    15.04  
15 _mamsa 2012 19.12  18.61  18.75   24.48  6.62 96.63    14,38  
16 _mamju 2008 19.21  19.31  19.09  23.03  11.59 97.17      8.11  
17 _mamju 2009 19.20  19.21  19.31  23.11  8.26 96.64      8.13  
18 _mamju 2010 19.22  19.20  19.21  24.04  10.60 98.45      8.17  
19 _mamju 2011 19.72  19.22  19.20  23.85  11.51 97.37      7.59  
20 _mamju 2012 19.68  19.72  19.22   23.91  11.48 98.98     7,12  
21 _mamjut 2008 18.94  19.03  18.77  22.52  7.58 96.75      6.52  
22 _mamjut 2009 18.99  18.94  19.03  22.27  8.67 96.00      6.47  
23 _mamjut 2010 19.12  18.99  18.94  23.56  13.57 95.78      6.20  
24 _mamjut 2011 19.10  19.12  18.99  23.37  16.14 98.10      5.77  











Dependent Variable: Y1?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 09/11/14   Time: 03:20   
Sample: 2008 2012   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 5   
Total pool (balanced) observations: 25  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -229.6347 258.2414 -0.889225 0.3871 
X1? 0.790710 7.306858 0.108215 0.9152 
X2? 2.068031 8.968982 0.230576 0.8206 
X3? 3.444552 9.968870 0.345531 0.7342 
X4? 5.070071 2.678442 1.892918 0.0766 
Fixed Effects (Cross)     
_MJNE--C -1.213338    
_POLMN--C -3.496553    
_MAMSA--C -3.398192    
_MAMJU--C -0.753263    
_MAMJUT--C 8.861345    
     
     
 Effects Specification   
     
     
Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     
R-squared 0.431329    Mean dependent var 10.27334 
Adjusted R-squared 0.146993    S.D. dependent var 5.633220 
S.E. of regression 5.202751    Akaike info criterion 6.409965 
Sum squared resid 433.0980    Schwarz criterion 6.848760 
Log likelihood -71.12456    Hannan-Quinn criter. 6.531668 
F-statistic 1.516970    Durbin-Watson stat 2.539542 
Prob(F-statistic) 0.227243    
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LAMPIRAN 4  
HASIL PENGOLAHAN DATA VARIABEL Y2 
 
Dependent Variable: Y2?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 09/11/14   Time: 03:24   
Sample: 2008 2012   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 5   
Total pool (balanced) observations: 25  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -4.056560 48.96018 -0.082854 0.9350 
X1? 0.787279 1.385313 0.568304 0.5777 
X2? 4.730750 1.700436 2.782080 0.0133 
X3? -1.110121 1.890006 -0.587364 0.5652 
X4? 0.705291 0.507808 1.388892 0.1839 
Fixed Effects (Cross)     
_MJNE--C -0.724638    
_POLMN--C -1.324568    
_MAMSA--C 1.696816    
_MAMJU--C -0.273394    
_MAMJUT--C 0.625785    
     
     
 Effects Specification   
     
     
Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     
R-squared 0.692079    Mean dependent var 96.64160 
Adjusted R-squared 0.538118    S.D. dependent var 1.451392 
S.E. of regression 0.986394    Akaike info criterion 3.084190 
Sum squared resid 15.56756    Schwarz criterion 3.522986 
Log likelihood -29.55238    Hannan-Quinn criter. 3.205894 
F-statistic 4.495166    Durbin-Watson stat 1.884587 
Prob(F-statistic) 0.005137    
     






LAMPIRAN 5  
HASIL PENGOLAHAN DATA VARIABEL Y3 
 
Dependent Variable: Y3?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 09/19/14   Time: 19:38   
Sample: 2008 2012   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 5   
Total pool (balanced) observations: 25  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -0.107491 24.83098 -0.004329 0.9966 
Y1? -0.186023 0.099008 -1.878873 0.0766 
Y2? 0.585536 0.287017 2.040076 0.0563 
Fixed Effects (Cross)     
_MJNE--C 4.533291    
_POLMN--C 7.334524    
_MAMSA--C 1.682440    
_MAMJU--C -6.552138    
_MAMJUT--C -6.998116    
     
     
 Effects Specification   
     
     
Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     
R-squared 0.984484    Mean dependent var 14.22640 
Adjusted R-squared 0.979312    S.D. dependent var 6.080560 
S.E. of regression 0.874582    Akaike info criterion 2.801356 
Sum squared resid 13.76810    Schwarz criterion 3.142641 
Log likelihood -28.01694    Hannan-Quinn criter. 2.896014 
F-statistic 190.3506    Durbin-Watson stat 2.817637 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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